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PERATURAN DESA KEDUNGPANJI
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJ I

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka Kepala
Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 7015 tentang Peirubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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8.

10.

11.

12

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |14 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor2036):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor!100)

Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Magetan sebagaimana telah diubah deagan Peraturan
Bupati Magetan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor
25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Magetan.

13. Peraturan Kepala Desa Kedungpanji Nomor 04 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kedungpanji Tahun Anggaran 2019.

14. Peraturan Kepala Desa Kedungpanji Nomor 06 Tahun
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun
Anggaran 2019.




Dengan kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGPANJI TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1

2.
3.
4,
S.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.

Bupati adalah Bupati Magetan.

Desa adalah Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsure Kemasyarakat secara partisipatif
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Desa.

Pembangunan Partisipéﬁf adalah suatu system pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan
oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengurus utamaan
perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.




10.

11.

12,

13.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,
dan unsur kemasyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsure kemasyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat
Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan vyang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
Jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi

bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui

mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

1.

BAB I]
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 2
RKP Desa memuat arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana
kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.




dengan ij
g arah kebijakan pembangunan dalam Renacana Kerja

Pemerintah Daeah Kabupaten Magetan.

Hasil penyelarasan arah pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

esa akhir Tahun Anggaran

Laporan penyelenggaraan pemerintahan D

dimaksud memuat materi:

a. Pendahuluan;

Program Kerja Penyelengga
Program kerja pelaksanaan pembangunarn,
Program kerja pembinaan kemasyarakatan;
ayaan masyarakat;
pendapatan dan belan;j
rmasalahan yang

raan pPemerintah Desa;

o

& o

Program kerja pemberd
a desa;

dihadapi dan upaya

®

pelaksanaan an ggaran
capai, P€

h

Keberhasilan yang di
yang ditempuh; dan

h. penutup




BAB 11
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa int dengan penempatannva dalam Lembaran Desa Kedungpanji

Ditetapkan di Desa
KEDUNGPANJI

pada tanggal Januari 2020
KEPALA DESAKEDUNGPANJI

y

P

K

ey

~~ SUGENG

Diundangkan di Desa KEDUNGPANJI

pada tanggal Januari 2020
SEKRETARIS DESAKEDUNGPANJI

ENDANG LESTARI
LEMBARAN DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2019 NOMOR

TAHUN 2020




